
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 1& TAHUN 2018 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SALINAN DAN 
PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG KENAIKAN PANGKAT 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat memberikan pelayanan 
administrasi Kepegawaian, khususnya dalam penerbitan 
Salinan dan/ atau Petikan Keputusan Bupati tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu mendelegasikan 
kewenangan penandatanganan Salinan dan Petikan 
Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
kepada Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan 
Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati 
Bondowoso tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 
Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan 
Teknis kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk 
menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV /b ke bawah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PENANDATANGANAN SALINAN DAN PETIKAN 
KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG KENAIKAN 
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat 

BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 

5.Pegawai ... 
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5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, 
adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

6. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan 
tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 
sementara. 

7. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan 
tugas rutin dari pejabat definitifyang berhalangan tetap. 

8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya 
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 
dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

BAB II 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

Pasal 2 

(1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani 
Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS Juru 
Muda Tingkat I Golongan Ruang 1/b sampai dengan Penata 
Tingkat I Golongan Ruang III/ d. 

(2) Bupati mendelegasikan penandatanganan Salinan dan 
Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) kepada Kepala BKD. 

Pasal 3 

Dalam hal Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana 
Harian (Plh.), Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana 
Harian (Plh.} Kepala BKD berwenang menandatangani Salinan 
dan Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat 
PNS Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang 1/b sampai dengan 
Penata Tingkat I Golongan Ruang 111/d. 

BAB III... 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap ora ng mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso . 

KABUPATEN BONDOWOSO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR t& 


